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BAB III
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek
Penulis melaksanakan kerja praktek di PT. INTI (Persero) Bandung, dan ditempatkan di bagian keuangan urusan penagihan dimana kegiatan penulis pada bagian yang telah ditempatkan adalah mendukung dan membantu jalannya kegiatan perusahaan terutama kegiatan di bagian Penagihan.
 Di bagian keuangan urusan penagihan memiliki tugas yang harus dilaksanakan yaitu membuat surat  kontrak antara PT INTI dengan perusahaan yang akan menyewa ruang perkantoran, membuat invoice, kwitansi, surat perjanjian sewa menyewa, rekening koran, faktur pajak, dan melengkapinya dengan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk penagihan. Setelah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalm kontrak untuk penagihan sudah lengkap lalu melakukan penagihan pada pelanggan dan memonitor sampai dengan tagihan diterima.

3.2 Teknis Pelaksanaaan Kerja Praktek
Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Kerja Praktek di bagian keuangan urusan penagihan pada PT. INTI (Persero) Bandung adalah membantu kegiatan para karyawan.
Sebelum penulis  diberikan tugas / pekerjaan terlebih dahulu diberikan bimbingan oleh pembimbing sehingga penulis mengetahui bagaimana melaksanakan pekerjaannya.
Adapun tugas yang diberikan kepada penulis setelah diberikan bimbingan  adalah sebagai berikut:
1. Merekap tagihan-tagihan yang sudah lunas pembayarannya.
2. Memeriksa lembar kontrak antar perusahaan ( PT. INTI (Persero) Bandung dengan Perusahaan yang menyewa ruangan perkantoran)
3. Membuat surat perjanjian antara PT. INTI (Persero) Bandung dengan Perusahaan yang menyewa ruangan perkantoran.
4. Membuat Invoice, Kwitansi, dan Rekening Koran.
	 
3.3 Hasil Pelaksaan Kerja Praktek
3.3.1 Proses Penagihan Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran di PT. INTI (Persero) Bandung
Proses penagihan sewa menyewa ruangan perkantoran merupakan serangkaian tahap kegiatan menuntut atau menggugat agar penyewa melaksanakan janji untuk melakukan pembayaran karena telah menikmati atau menempati ruangan, yang digunakan sebagai perkantoran milik PT. INTI (Persero) Bandung sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini dilakukan setelah adanya persetujuan dimana pihak yang menyewakan (PT. INTI (Persero) Bandung) berkewajiban memberikan pelayanan atas sewa menyewa ruangan perkantoran kepada pihak penyewa dengan harga tertentu yang telah disepakati dan wajib untuk dibayar oleh pihak penyewa.
Dalam proses penagihan sewa menyewa ruangan perkantoran ini ada tahap pemasaran dan pembuatan kontrak dan tahap penagihan. Tahap penagihan ini dibagi menjadi dua yaitu penagihan sewa menyewa jangka panjang seperti sewa menyewa ruangan perkantoran, dan penagihan sewa menyewa jangka pendek seperti sewa menyewa Graha. Dalam laporan kerja praktek ini penulis membatasi pembahasannya pada penagihan sewa meneywa ruangan perkantoran saja.
Berikut adalah rangkaian kegiatan pada tahapan pemasaran dan pembuatan kontrak :
1. Bagian Manajemen Aset pada fungsi pemasaran menerbitkan SPH (Surat Penawaran harga) persewaan ruang perkantoran, lalu dikirimkan ke perusahaan penyewa.
2. Bagi konsumen yang  berminat untuk menyewa ruangan perkantoran di PT. INTI (Persero) Bandung, maka dibuatkan kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran.
3. Jika perjanjian tersebut telah disepakati oleh penyewa dan PT. INTI (Persero) Bandung, kemudian surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Dokumen kontrak yang sudah ditandatangani kemudian digandakan dan didistribusikan kepada penyewa, Bagian pajak dan asuransi, bagian akuntansi dan anggaran, dan divisi Sekper dan SDM.
5. Bagian Manajemen Aset membuat nota permintaan kepada Div. Sekper dan SDM untuk kebutuhan pembuatan sekat ruangan, pemasangan meteran listrik dan sambungan nomor telepon.
Secara garis besar, isi kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran adalah sebagai berikut :
a) Pihak-pihak yang terlibat
yaitu PT. INTI (Persero) Bandung dengan penyewa.
b) Objek perjanjian sewa menyewa
yaitu ruangan yang merupakan bagian dari gedung perkantoran yang dimilki PT. INTI (Persero) Bandung yang akan disewakan, luas ruangan yang akan disewakan, dan fasilitas yang ada didalamnya.
c) Jangka waktu sewa menyewa
Jangka waktu sewa menyewa ruangan berlangsung selama yang telah ditentukan. Jika penyewa ingin memperpanjang masa sewa, harus menandatangani kontrak perjanjian yang baru sesuai kesepakatan.
d) Tarif sewa menyewa dan cara pembayaran

Tabel 3.1
Tarif Sewa Ruangan Perkantoran PT.INTI (Persero)
	NO
	Uraian
	Harga 
	Keterangan

	1
	Ruangan Kantor Gedung Kantor Pusat (GKP)
	Rp 65.000,00
	per meter per bulan

	2
	Ruangan Kantor Gedung Kantor Lama (GKL)
	Rp 35.000,00
	per meter per bulan

	3
	Ruangan Kantor Gedung Teknologi
	Rp 65.000,00
	per meter per bulan

	4
	Gudang di PT.INTI Palasari
	Rp 15.000,00
	per meter per bulan

	5
	Lahan untuk Promosi
	Rp 300.000,00
	per hari

	6
	Top Roof
	Rp 30.000.000,00
	per tahun

	7
	Ruang Seminar
	Rp 250.000,00
	per jam minimal 4 jam untuk hari kerja 

	8
	Ruang Seminar
	Rp 6.500.000,00
	untuk hari libur

	9
	Graha INTI Aula GKP LT.1 untuk Pesta Pernikahan
	Rp 8.000.000,00
	per hari

	10
	Graha INTI Palasari untuk Pesta Pernikahan
	Rp 3.000.000,00
	per hari


Sumber : Manajemen Asset PT.INTI

e) Penyerahan ruangan sewa
f) Fasilitas ruangan sewa
1. Graha INTI Aula GKP LT.1
· Ruang Resepsi (AC)
· Kursi
· Sound System
· Executive Room
· Keamanan dan Parkir
2. Graha INTI Palasari
· Ruang Resepsi
· Masjid
· Keamanan dan Parkir
g) Perbaikan dan peningkatan kualiatas ruangan oleh pihak penyewa
h) Penggunaan ruangan sewa
i) Kewajiban atas ruangan sewa
j) Perubahan ruangan sewa
k) Asuransi
l) Force majeure
m) Pengalihan ruangan sewa
n) Larangan permohonan surat ijin penghunian
o) Peraturan-peraturan
p) Jaminan pihak yang menyewakan terhadap pihak yang menyewa
q) Hak khusus pihak pertama
r) Tanggungjawab kerugian
s) Berakhirnya perjanjian sewa menyewa
t) Kesepakatan dalam hal pengakhiran sewa
u) Tambahan dan atau perubahan atas perjanjian
v) Penyelesaian sengketa
Setelah semua tahap diatas selesai, lalu dibuatkan berita acara serah terima ruangan perkantoran dan berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu tahap penagihan.

3.3.2 Prosedur Penagihan Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran di PT. INTI (Persero) Bandung
Prosedur penagihan merupakan urutan kegiatan yang ada pada bagian Manajemen Aset, sehubungan dengan adanya transaksi sewa menyewa ruangan perkantoran yang dituangkan dalam kontrak perjanjian sewa menyewa. Prosedur ini dibuat sebagai pedoman bagi pengelolaan asset perusahaan, khususnya asset property agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Prosedur ini mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan fungsi pemasaran, operasi serta administrasi dan umum dalam rangka optimalisasi asset perusahaan, baik untuk pemanfaatan internal perusahaan maupun eksternal.
Prosedur penagihan sewa menyewa ruangan perkantoran adalah sebagai berikut :
1. Pada awal kontrak fungsi administrasi membuat dokumen penagihan dan melakukan penagihan kepada penyewa dengan menerbitkan surat tagihan yang terdiri dari :
a) Kwitansi penagihan kontrak sewa menyewa ruangan perkantoran dan kwitansi security deposit/ uang jaminan atas pemakaian listrik dan telepon yang dibubuhi nomor urut sesuai dengan nomor urut yang ada pada buku agenda kwitansi di Bagian Manajemen Aset. Kemudian kwitansi tersebut diberi materai dan ditandatangani oleh Asisten Manajer Optimalisasi Aset setelah ditandatangani dibubuhi cap perusahaan.
b) Faktur pajak yang ditandangani oleh Bagian Pajak dan setelah ditandatangani dibubuhi cap perusahaan dengan pendistribusian sebagai berikut :
i. Warna putih untuk penyewa
ii. Warna pink untuk bagian pajak
iii. Warna kuning untuk disimpan di Bagian Manajemen Aset

c) Membuat surat permohonan pembayaran atas pemakaian ruangan perkantoran dengan mencantumkan periode sewa, harga sewa dan rekening perusahaan diatas kop surat perusahaan ditandatangani oleh Manajer Manajemen Aset diberi nomor surat keluar dan dibubuhi cap perusahaan.
2. Setelah seluruh surat penagiahn selesai dibuat kemudian dikirimkan kepada penyewa, yang terdiri dari :
a) Surat permohonan pembayaran dengan mencantumkan nomor kontrak, nilai sewa, periode sewa dan nomor rekening perusahaan.
b) Kwitansi
c) Faktur pajak
3. Penyewa melakukan pembayaran setelah menerima surat tagihan dari Manajemen Aset, pembayaran dapat dilakukan secara tunai yang langsung disampaikan ke Bagian Manajemen Aset.
4. Jika penyewa melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank yang telah ditentukan oleh PT. INTI (Persero), Bank menginformasikan dan mengirimkan rekening Koran ke Bagian Pendanaan PT. INTI (Persero) atas uang yang masuk ke rekening PT. INTI (Persero).
5. Bagian Pendanaan menginformasikan atas sejumlah uang yang masuk kepada Bagian Manajemen Aset dan Bagian Akuntansi dan Anggaran.
6. Manajemen Aset menginput seluruh nilai uang tagihan yang masuk dari penyewa dan mencatat nomor Voucher yang dikeluarkan oleh Bagian Akuntansi dan Anggaran.
7. Jika setelah dikeluarkannya surat permohonan pembyaran penyewa belum membayar, maka Bagian Manajemen Aset mengeluarkan surat teguran pertama yang berisi permohonan pembayaran atas semua tagihan yang belum dibayar beserta rinciannya.
8. Jika setelah dikeluarkannya surat teguran pertama penyewa belum membayar, maka Bagian Manajemen Aset mengeluarkan surat teguran kedua yang berisi permohonan pembayaran atas semua tagihan yang belum dibayar beserta rinciannya.
9. Jika setelah dikeluarkiannya surat teguran kedu penyewa belum membayar, maka bagian Manajamen Aset melakukan penyegelan ruangan sampai semua tagihan yang belum dibayar segera dilunasi oleh pihak penyewa.

3.3.3 Kebijakan-kebijakan Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran di PT. INTI (Persero) Bandung
Prosedur sewa Menyewa ruangan perkantoran telah dijalankan, akan tetapi untuk selanjutnya masih ada kebijakan-kebijakan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyewa selama bekerjasama dengan PT. INTI (Persero). Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :
1. Penyewa harus menyerahkan security deposit sebesar 10% dari harga sewa. Uang ini akan dijadikan jaminan bila suatu saat penyewa tidak dapat membayar biaya-biaya lain.
2. Biaya atas pemakaian listrik dan telepon harus dibayar oleh pihak penyewa paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
3. Biaya pajak sebesar 10% atas penyewaan ruangan perkantoran atau lahan dibayar bersamaan dengan pembayaran uang sewa.
4. Semua pembayaran biaya diatas dapat dialakukan secara tunai kepada Bagian Manajemen Aset PT. INTI (Persero).

3.3.4 Hambatan dalam Proses Penagihan Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran serta Cara Menanggulanginya
3.3.4.1 Hambatan dalam Proses Penagihan Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran
Dalam proses penagihan sewa menyewa ruangan perkantoran pada Bagian Manajemen Aset di PT. INTI (Persero) Bandung terdapat beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya :
1. Belum ada penentuan jangka waktu dari penerbitan surat tagihan sampai dikeluarkannya surat teguran pertama, surat teguran kedua penyegelan ruangan.
2. Setelah penyewa menerima surat tagihan dari Bagian Manajemen Aset, tidak ada pemberitahuan kapan akan dilakukan pembayaran.
3. Kurang tersedianya sumber daya manusia untuk melakukan penagihan  ke penyewa.


3.3.4.1 Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi pada Proses Penagihan sewa Menyewa Ruangan Perkantoran
Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses penagihan sewa menyewa ruangan perkantoran, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Aset diantaranya :
1. Bagian Manajemen Aset memeriksa tagihan yang belum dibayar setiap bulannya, kemudian mengambil tindakan tegas bagi yang belum membayar.
2. Bagian Manajemen Aset melakukan koordinasi kembali dengan pihak penyewa untuk mengetahui kapan akan membayar tagihan.
3. Untuk mengatasi kurang tersedianya sumber daya manusia untuk melakukan penagihan, maka karyawan di Bagian Manajemen Aset memiliki tugas ganda.
Agar upaya-upaya penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan baik itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kelancaran administrasi maupun untuk meningkatkan pendapatan, maka diperlukan kerjasama tim yang kompak dari seluruh staff Bagian Manajemen Aset di PT. INTI (Persero) Bandung baik itu dalam pelaksanaan promosi guna menyampaikan informasi mengenai eksistensi penjualan jasa sewa menyewa lahan dan ruang kantor kepada masyarakat umum maupun dalam hal pelaksanaan prosedur sewa menyewa itu sendiri.
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